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BUPATI BOGOR, 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 88 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

 

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2026. 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang ... 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866); 

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7039); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

11. Peraturan… 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010               

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523);  

 

15. Peraturan… 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

 

 

19. Peraturan… 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah  terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

 

24. Peraturan… 

 

 

 



- 6 - 
 

 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6794); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6794); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana   Pembangunan  Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah  Daerah,  

 

 

serta… 
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serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 139); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447);  

 

35. Peraturan… 
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 910); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781);  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1419); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 727); 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar 

Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714); 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 

2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

346); 

 

41. Peraturan… 

 

 

 



- 9 - 
 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 117); 

43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 134); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128); 

 

45. Peraturan… 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 10);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                        

TAHUN ANGGARAN 2026. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari 

kas Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

 

8. Belanja… 
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8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 

(satu) periode anggaran. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 

Rp11.655.339.902.239,00 (sebelas triliun enam ratus 

lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 

sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan  

rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, 

dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah Rp10.956.945.388.935,00 

b. Belanja Daerah Rp11.655.339.902.239,00 

    Defisit/Surplus Rp(698.394.513.304,00) 

c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan Rp698.394.513.304,00 

2. Pengeluaran Rp0,00 

 Pembiayaan Neto Rp698.394.513.304,00 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp0,00 

 

Pasal 3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar 

Rp10.956.945.388.935,00 (sepuluh triliun sembilan 

ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat 

puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu 

sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber 

dari: 

a. pendapatan ... 
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a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 

Rp5.647.136.406.531,00 (lima triliun enam ratus 

empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam 

juta empat ratus enam ribu lima ratus tiga puluh 

satu rupiah),  yang terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar 

Rp4.171.531.395.904,00 (empat triliun seratus tujuh 

puluh satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga 

ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat 

rupiah) 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp1.275.874.162.481,00 (satu triliun dua ratus 

tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh 

empat juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus 

delapan puluh satu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp82.486.510.256,00 

(delapan puluh dua miliar empat ratus delapan 

puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus 

lima puluh enam rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp117.244.337.890,00 

(seratus tujuh belas miliar dua ratus empat puluh 

empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan 

ratus sembilan puluh rupiah). 

Pasal 5 ... 
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Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 

Rp5.309.808.982.404,00 (lima triliun tiga ratus 

sembilan miliar delapan ratus delapan juta sembilan 

ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagamana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp4.690.757.004.000,00 (empat triliun 

enam ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus lima 

puluh tujuh juta empat ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp619.051.978.404,00 (enam ratus 

sembilan belas miliar lima puluh satu juta sembilan 

ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat 

rupiah). 

Pasal 6 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 

direncanakan sebesar Rp11.655.339.902.239,00 

(sebelas triliun enam ratus lima puluh lima miliar tiga 

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu 

dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 

Pasal 7 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar 

Rp8.667.865.771.682,00 (delapan triliun enam ratus 

enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh 

lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam 

ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja ... 
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a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp3.835.681.375.316,00 (tiga triliun delapan ratus 

tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu 

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam 

belas rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp4.224.757.597.885,00 (empat triliun dua ratus 

dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh 

juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan 

ratus delapan puluh lima rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp536.737.947.176,00 

(lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga 

puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh 

ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp70.688.851.305,00 (tujuh puluh miliar enam 

ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima 

puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah). 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar 

Rp1.156.701.946.229,00  (satu triliun seratus lima 

puluh enam miliar tujuh ratus satu juta sembilan 

ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh 

sembilan rupiah),  yang terdiri atas: 

 

a. belanja… 
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a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp257.926.576.970,00 (dua ratus lima puluh tujuh 

miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima 

ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh 

puluh rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp267.691.191.358,00 (dua ratus enam 

puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu 

juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima 

puluh delapan rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar sebesar Rp400.090.574.687,00 (empat ratus 

miliar sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh 

empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp230.320.324.878,00 (dua 

ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta tiga 

ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh 

puluh delapan rupiah).. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp146.076.000,00 (seratus empat puluh 

enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah). 

 

(7) Belanja… 
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(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp527.202.336,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta 

dua ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh enam 

rupiah). 

Pasal 9 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar 

Rp80.328.640.124,00 (delapan puluh miliar tiga ratus 

dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu 

seratus dua puluh empat rupiah). 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar 

Rp1.750.443.544.204,00 (satu triliun tujuh ratus 

lima puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta 

lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp279.809.416.666,00 (dua ratus tujuh puluh 

sembilan miliar delapan ratus sembilan juta empat 

ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam 

rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp1.470.634.127.538,00 (satu triliun empat ratus 

tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta 

seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh 

delapan rupiah). 

Pasal 11 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 

direncanakan sebesar Rp698.394.513.304,00 (enam 

ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan 

puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus 

empat rupiah), yang terdiri atas: 

 

a. penerimaan… 
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a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 12 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan 

sebesar Rp698.394.513.304,00 (enam ratus 

sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan 

puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus 

empat rupiah), terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya 

dan pencairan dana cadangan. 

(2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) direncanakan sebesar 

Rp698.394.513.304,00 (enam ratus sembilan puluh 

delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta 

lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 

rupiah). 

Pasal 13 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 

defisit sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih 

penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran 

pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp698.394.513.304,00 (enam ratus sembilan puluh 

delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta 

lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah). 

 

Pasal 14 

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari: 

 

a. Lampiran I .... 
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a. Lampiran I  : ringkasan APBD yang 

diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

b. Lampiran II  : rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi hibah 

berupa uang/barang, yang 

terdiri dari: 

 1. Lampiran III.a : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi hibah 

berupa uang yang diterima 

serta Satuan Kerja Perangkat 

Daerah pemberi hibah; 

 2. Lampiran III.b : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi hibah 

berupa barang yang diterima 

serta Satuan Kerja Perangkat 

Daerah pemberi hibah; 

d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi bantuan 

sosial berupa uang /barang, 

yang terdiri dari: 

 1. Lampiran IV.a  : 

 

daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi bantuan 

sosial berupa uang yang 

diterima serta Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pemberi 

bantuan sosial; 

 

2. Lampiran IV.b… 
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 2. Lampiran IV.b : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran alokasi bantuan 

sosial berupa barang yang 

diterima serta Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pemberi 

bantuan sosial; 

e. Lampiran V : daftar nama calon penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan keuangan bersifat 

khusus; 

 1. Lampiran V.a  : daftar nama calon penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan keuangan bersifat 

umum; 

 2. Lampiran V.b : daftar nama calon penerima, 

alamat dan besaran alokasi 

bantuan keuangan bersifat 

khusus; 

f. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran belanja bagi hasil 

pajak daerah kepada:  

 1. Lampiran VI.a  : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran belanja bagi hasil 

pajak daerah kepada 

pemerintah kabupaten; 

 2. Lampiran VI.b : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran belanja bagi hasil 

pajak daerah kepada 

pemerintah kota; 

 3. Lampiran VI.c : daftar nama penerima, alamat 

dan besaran belanja bagi hasil 

pajak daerah kepada 

pemerintah desa; 

 

g. Lampiran VII… 
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g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus 

menurut urusan 

pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

h.  Lampiran VIII : rincian Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam 

pertambangan minyak bumi 

dan pertambangan gas 

alam/tambahan Dana Bagi 

Hasil Minyak dan gas bumi 

menurut urusan 

pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, 

obyek, rincian objek, 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

i.  Lampiran IX : rincian dana tambahan 

infrastuktur menurut urusan 

pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

j.  Lampiran X : sinkronisasi kebijakan 

pemerintah provinsi/  

kabupaten/kota pada daerah 

perbatasan dalam rancangan 

Peraturan Daerah tentang 

APBD dan dengan program 

prioritas perbatasan negara; 

 

Pasal 15… 
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Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

Ditetapakan di Cibinong 
pada tanggal 31 Desember 2025 

BUPATI BOGOR, 

 
ttd. 

 
RUDY SUSMANTO 

 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 31 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR 

 
ttd. 

 
AJAT ROCHMAT JATNIKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 

NOMOR 88 
     

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION 

 


